WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYA KARTA
NOMORT13 TAHUN 20 17
TENTANG

FEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFI KASI

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: 4 bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota Youyakarta

yang berwibawa, bersih dan bermartabat se

ra bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme perlt  menghindari prakick-praktek

tercela serta tidak berperilaku koruptif
vang berindikasi suap;

termmasuk Cratifikasi

b. babws untuk mencepgah dan memberantas Graufikasi VEIE
berindikas: suap dj Iingkungan Pemerintah Kota Yogyakarty
diperlukan  pengaturan tentang pengendalian  Gratifikasi
dilingkungan Pemerintah Kota Yopyakarta;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Pedoman Pengendalian

Gralifikasi:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Kota Besar Dalam Linglkungan Propinsi Djawa

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
Istimewa Jogjalkarta (Lembaran Negara

dan Dalam Daerah
Repubklik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 854):

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggara

Megara yang Bersik dan Bebas dari

Korups:, Kaolusi dar

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Taag
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Eepublik [ndonesia

Nomor 3851}

3. Undang-Undang Nomor 31 Tabun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korups

I [Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomar 3874
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 twntang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidans

Rorupsi (Lembaran Negara Republik In

donesia Tahun 1999

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

MNomor 4150);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004
Nomorl4l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomuor 4444):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambsahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4590);

@. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pepawal Negert Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
122):

B. Peraturan  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Relormasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Y. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status
Gratilikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penetapan  Status  Gratifikasi  (Berita Negara Republilc
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 863);

MEMUTUSKAN:
Menelapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASL
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud denpgan;

1. Granfikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang,
barang, rabatl (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pclrja]anm}, fa.sihta}s
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik
vang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan
mengunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana setap peny::l:_:;ng,_gﬂra daerah i
Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan




9,

11

12,

13

14.

16.

I7.

18,

1.

pribadi terhadap penggunaan wewenang schingga dapat mempengaruhi sctap
keputusan dan/atau tindakannya,

Pengendalian Gratifikast  adalah  suatu  sistem yvang bertujuan  untuk
mengendalikan penerirmaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalus
serangkaian kegiatan vang melibatkan parlisipasi aktif badan pemerintahan,
dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian
Gratilikasi.

Tim Pengendali Gratifikasi Pemerintah Kota Yogyakarta vang selanjutnya disingkat
TPG adalah tim teknis yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian
Graufikasi, serta mengelola pelaporan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyvakarta,

Unit Penpendalian Gratifikasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPG

adalah pejabat atau tim yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi
pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perangkat Daerah.

Penenma Gratifikasi adalah  setiap  pejabat/pegawai dan/atay unit kerja
Yemennlah Kota Yogyakarta vang menerima Gratifikasi,

Pembert Gratifikasi adalah para pihak baik persecrangan, sckelompok orang,
Badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi,

Penolak adalah setiap pejabat/pegawai Pemerintah Kota Yopyvakarta maupun

Pihak Keuga yang melakukan penclakan atas penerimaan dan/atau permintaan
Gratifikasi.

Pengadu adalah pejabat/pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta atau pihak lain
diluar pemberi, peminta, pencrima atau penolak Cratifikasi vang mengetahui dan
memberikan informasi adanya peristiwa Gratifikasi,

-Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah Kepolisian

Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia:

. Komisi Pemberantasan Korupsi yang sclanjutnya disingkat KPK adalah lembaga

negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Farmulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPE
dalam bentak elekironik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan
Ciratihkasi.

Pelapor Gratilikas yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/ pegawai yang
menerima - atau menolak Gratifikasi dan mengisi formulir pelaporan Gratifileas:
sesugl prosedur.

Laporan  Gratifikasi  adalah  dolkumen vang berisi  informasi lengkap
penerimaan/penolakan  penerimaan/pemberian/permintaan  Gratifikasi  yang
ditnangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor,

- Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai dalam pelaksanaan

tugas, fungsi dan jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku,

Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlalukan sama
dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua penerima dan
memenuhi prinsip kewajaran.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelengparaan  urusan pemerintahan  oleh
Pemerintah Kota Yogyvakarta dan DPRD Kota Yogyakarta menurut asas otonorm
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesial945,

Pemerintah Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota Yogvakarta dan Perangkat
Dacrah serta Perusahaan Dacrah Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara
pemernntahan dan pembangunan Kota Yogyakarta,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewendngan Daerah.




20. Pejabal/Pegawai  Pemerintah  Kota Yogyakarta yang selanjutnya  disebut
Pejabat/ Pegawai adalah Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, Dewan
Pengawas BUMD, Komisaris BUMD, Dircksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang
bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta. _

21. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
22. Daerah adalah Kota Yopvakarta.

23 Inspektorat adalah Inspektorat Kota Yogyvakarta,

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini untuk memberikan arah dan
pemahaman  bagi  Pejabat/Pepawai Pemerintah Daecrah  berkenaan dengan
poncrimaan, pemberian, permintaan, pelaporan dan pengawasan Gratifikasi di
linglkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terlaksananya tatakelola
pemerintahan vang baik dan bersih dari korupsi.

BaR I
KATEGORI GRATIFIKASI
Pa=al 3

Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai, dikategorikan menjadi:
a Gratifilkkast yanp wajib dilaporkan: dan
b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 4
[ 1} Gralilikasi vang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul a
antard lain:

a. Graufikas: yang diterima danfatau ditolak oleh Pejabart/Pegawai, vang
berhubungan dengan jabalan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas:
dan

b. Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai
benturan kepentingan. .

(4) Cratilikasi yvang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b antara lain;
a. Gratifikasi vang terkait dengan Kedinasan, terdiri atas:

|. segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi,
pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar
negert, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau
penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan,
vang antara lain berupa!
al serminar kil Kedinasan yang Berlaku Umum;
b| cinderamata/ souvenir vang Berlaku Umum;
c} hadiah/door prize yang Berlaku Umum;
d) fasilitas penginapan yvang Berlaku Umum; dan fatau
e} konsumsi/hidangan/sapnan  berupa makanan dan minuman yang

Berlaku Umum.

2, kompensasi vang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi
standar biava yang berlaku dari pthak pemberi, tidak terdapat pembiayaan
ganda, Benturan Kepentingan, atau pelangparan atas Ketentuan vang
berlaku di instansi penerima, yang antara lain berupa:

a) honor/insentil, baik berupa uang maupun setara uang;

b} fasilitas penginapan;




¢} cinderamata/souvenir/ plakat;
d} jamuan makan:
el fasilitas transportasi; dan/atau

) barang yang bersifat mudah busuk atau rusak antara lain seperti
bingkisan makanan atay buah,

L. Gratifikasi yang tidak terkait dengan Kedinasan, meliputi:

. hadiah langsung/undian, rabat (diskon], voucher, point rewards, atau
souvenir vang Berlaku Umum:

2. pristasi akadermis atais non akademis
[kejuaraan/ perlombaan / kompetisi) dengan biava sendiri;

3. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan
saham pribadi yang Berlaku Umum:

4. kompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan
tugas fungsi dari Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, dan
tidak mempunyvai Benturan Kepentingan serta tidak melanggar kode
etik pepawai:

3. pemberian  karena  hubungan keluarga  yaitu  kakek/nenck,
bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu besan,
paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, separjang
tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratilikasi;

6. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah pada perayvaan
perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan
keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banvak
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada
siliap kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari
Pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima
Gratifikasi;

7. pemberian  terkait dengan musibah atau bencana vang dialami
penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima
Gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 per pemberian per orang;

8. pemberian scsama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak
berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher,
pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 [dua rams ribu
rupiah] per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah} dalam 1 {satu] tahun dari pemberi
yang sama, termasuk dalam rangka:

#) promosi jabatan; dan/atauy
b pindah/mutas) tempat kerja.

BAB HI
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk:

a. menolak penerimaan maupun permintaan  Gratifikasi yang berhubungan
dengan  jabatan  dan  berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang
bersanglutan;

b, melaporkan penolakan Gratifikasi kepada Sekretariat TPG melalui UPG:

¢. melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditalak kepada Sekretariat
TPG melalu UPG; dan

d. turut serta mensosialisasikan aturan pengendalian Gratifikasi kepada pihak
cksternal dalam pelaksanaan tugas di lingkungannya.




Pasal 6

(1) Pejabat/Pepawai Pemerintah Kota Yogyakarta apabila diminta untuk memberikan
Gratiikasi vang tidak sesuai dengan  ketentuan pemberan scbagaimana
disebutkan dalam Pasal 4 agar melakukan penolakan terhadap pemintaan
tersebut dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan aturan Gratifikasi
scbagal bagian dari sosialiasi,

[4) Apabila permintaan menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan vang
lerkait dengan kelancaran tugas fungsi Perangkat Daerah maupun kewajiban
penyclenggaraan urusan pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka
Pejabat/Pegawal dimaksud apar sepera melaporkan permintaan  Gratifikasi
tersebut kepada APH /KPK disertai data detail dan bulkti pendukung,

Pasal 7

(11 TPG melakukan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah
secara lerus menerus dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian
secara berkala.

(2) UPG membantuy TPG dalam melakukan pengendalian Gratifikasi di setiap
Perangkat Daerah,

BaB IV
PENGELCOLA GRATIFIKAST
Pasal 8

(1] Dalam rangka melaksanakan program pengendalian Gratifikas; dibentuk TPG
Pemerintah Daerah dan UPG Perangkat Daearah,

(2} Susunan keanggotaan TPG Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada
ayal (1), terdiri dari;

. Penasechat;

b. Pembina;
¢. Pengarah;
d. Ketua:

e. Hckretaris;
[ Anggota [; dan
g, Anggota |,

(3] Sekretariat TPG berkedudukan di Inspektorat.

(4] Susunan keanggotaan TPG dan ketugasan tiap jabatan sebagaimana dimalksud
pada avat (2} ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5] Susunan keanggotaan UPG dan ketugasan ditetapkan oleh Kepala Perangkat
Daerah.

(6] Susunan Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2] bagi Perangkat
Dacrah yang mempunyai UPT, anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah
Induk dan UPT,

Pasal &

(1) TPG mempunyal tanggung jawab sebagai berikut
a. memberikan arahan atas kebijakan program pengendalian Gratifikasi pada
Pemerintah Daerah:
b. membertkan dukungan atas impelementasi program pengendalian Gratifikasi
pada Pemerintah Daerah;
¢, mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yvang
s¢jenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;




d. melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan program
pengendalian Gratilikasi;

¢. merumuskan model pelayanan  konsultasi  dan pelaporan  pengendalian
Giratifileasi:

I memberikan layanan konsultast seputar permasalahan Gratifikasi;
g melakukan sosialisasi percepatan implementasi pengendalian Gratifikasi;

h. menerima dan menganalisa laporan penerimaan Gratifikasi vang disampaikan
aleh UPG dan meneruskannya ke KPK untuk laporan pencrimaan Gratifikasi

yang menurut hasil analisa menjadi kewenangan KPK untuk penetapan
Statusnva.

t, menctapkan pemanfaatan barang Gratifikasi yang telah ditetapkan statusnya
aleh KPK sebagai milik instans;

). melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi i lingkungan
Pemernintah Daeral:

k. memberikan  laporan secara  periodik kepada Walikota dan KPK atas
pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Daerah: dan
L. melakukan evaluasi berkala alas penerapan pengendalian Gratifikasi,

[4) UPG mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
4. mengembangkan  budava  integritas  dan  mensosialisasikan  aturan

pengendalian  Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Perangkat
Daerah dan UPT;

b. menerima dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan/atau pecnolakan
Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai di lingkungannya;

¢, meneriskan laporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi kepada
Selkretnriat TPG:

d. menjaga kerahasiaan identitas pelapor Gratifileasi:

¢, melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada Sekretariat
TP

I. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan
pengendalian Gratiikasi kepada Sekreatariat TPG:

g. melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang telah ditetapkan oleh TPG
menjadi kewenangan Perangkat Daerah dan UPT;

h. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinyva Gratifikasi di lingkungan
Perangkat Daerah dan UPT; dan

i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi di
lingkungannya,

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengendabian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, TPG dan UPG dapat berkeoordinasi dan berkonsultasi dengan Perangkal Daerah
lain sesuar denpan ketentuan vang mengatur tentang tatalaksana dan tata
hubungan Perangkat Daerah.

BAB V
IMPLEMENTASI
Pasal 11

{1} Atas penerimaan Gratifikasi yang wajib dilaporkan pada Seckretariat TPG akan
dilakukan identifikasi dan analisis untuk menetapkan statusnya apakah termasuk
vang dikelola oleh TPG atau haras diteruskan pelaporannya ke KPE.

(2] Alas penerimaan Gratilikasi yang telah ditetapkan statusnya oleh KPK menjacdi
kewenangan instansi, maka TPG melakukan penetapan pemanfaatannya.




(3] Pemanfaatan Gralifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2] yaitu;
a. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi: atay
k. menjadi milik Pemerintah Daerah.

Paszal 12
Atas penerimaan Gratifikasi yang telah diputuskan pemanfaatannya menjadi milik

Pemerintah Daerah, maka alternatif pemanfaatannya vang dapat dilakukan vaitn
d. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi:
b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnva: atau

o, dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah  untulk keperluan  penyelenggaraan
Femerintah Daerah.

Pasal 13

Dalarn rangka menjamin bahwa Pedoman ini dapat diketahui oleh seluruh Pejabat/
Pegawa: serta seluruh pihak yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah, maka
perlu dilakukan hal-hal sebapai berikut:

a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikas
thadiah /fasilitas) pada setiap proses pelayanan perijinan dan non  perizinan,
pengadaan barang/ jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta
pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak lain:

b. menugaskan kepada TPG dan UPG  untuk secara terus menerus memberikan
informasi kepada seluruh karyawan Pemerintah Daerah maupun pihak cksternal
terkait dengan adanya pedoman pengendalian Gratifikasi; dan

¢. memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait dengan ketentuan
yang terdapal dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi:

Pasal 14

{1} Pelapar Gratilikasi berhak mendapatkan perlindungan, yaitu:

a. perindungan  dari  tindakan balasan atau  perlakuan vang hbersifat
administratil kepegawaian yang tidak objektf dan merugikan  pelapor
dan/atau timbulnya intimidasi atau ancaman fimilbe:

b, bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan

¢. kerahasiaan identitas

(4) 3cliap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan
terhadap Pejubat/Pegawal yang menyampaikan laporan Gratifikasi schagaimana
dimaksud pada avat [1).

(3] Setsp  Pejabat  pada  Pemerintah  Daerah  dilarang memberi  perlakuan
diskriminalil atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai yang melaporkan
Gratilikasi,

(4] Dalam hal terdapat ancaman hsik danfatau psikis kepada Peojabat/Pegawai
karena melaporkan Gratifikasi, Pejabat/Pegawai dapat meminta perlindungan
epada LPSK atau intansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku,

{9} Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan secara tertulis kepada
Walikota melalul Ketua UPG dengan ditembuskan Inspekrorat selaku Sekretariat
TPL3.




Pasal 15

Pejabat/Pegawal yang melaporkan Gratifikasi sesual ketentuan pengendalian
Gratifikas: dapat dijadikan pertimbangan dalam  kebijakan promosi  pegawai
danfalau penilaian prestasi kerja dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
dan/atau perilaku kerja.

BAB VI
FELAPORAN
Pasal 16

{1) Sctiap Pejabat/ Pegawal  wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi yang wajib
dilaporkan kepada UPG  selambat-lambatnya 7 (mujuh) hari kerja sejak
penenmaan Gratilikast dengan menggunakan formulir | schagaimana tercantum
dalam Lampiran 1 yang merupakan baman tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini dan selanjutnya dalam waktu sclambat-lambatnya 3 (hari) hari kerja
UPG wajib meneruskan kepada Sekretariat TPG.

{£] Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan analisa laporan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) menjadi kewenangan KPK, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) han
kerja sejak  diterimanya laporan penerimaan Gratifikasi tersebut TPG wajib
meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK.

{3} Scuap Pojabatf Pegawai wajib melaporkan penelakan atas penerimaan Gratifikasi
vang wajib dilaporkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) har kerja sejak
dilakukan penolakan Gratifikasi dengan menggunakan formulir 11 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini dan selanjutnva dalam waktu selambat-lambatnya 3
[har) har kerja UPG wajib meneruskan kepada Sekretariat TPG.

i4) Sctap Pojabatf Pegawal harus melaporkan kepada UPG atas pemberian kepada
pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian selambat-lambatnya 7
[tujuh) harn kerja sejak dilakukan pemberian kepada pthak lain dengan
menggunakan  formuliv 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 ;-.féng
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan
wlanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (hari) hari kerja UPG wajib
meneruskan kepada Sekretariat TPG.

{3) Setiap Pejabat/ Pegawai melaporkan permintaan dar pihak lain yang menjurus
kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran
lembaga  kepada APH/KPK dengan menggunakan formulir IV sebapaimana
lercanlum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini,

([®) UPG menvampaikan rekapitulasi laporan Gratifikasi setiap triwulan kepada
Sekretariat TPG dengan menggunakan formulir Vo osehagaimana  torcantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(7] TPG menvampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut
pelaporan penerimaan Gratifikas) kepada Walikota dan KPK setiap semester
dengan menggunakan formulir VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.




Pasal 17

{l] Scliap orang  yang mengetahui adanva pelanggaran terhadap ketentuan yang
terdapal  pada pedoman ini, agar segera mengadukan pelanggaran dimaksud
kepada Inspektorat melalui saluran pengaduan vang telah disediakan.

(2} Inspektorat wajib menjaga kerahasizan identitas Pengadu sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1),

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 18

{1} Inspektorat bertanggung jawab  atas pengawasan pelaksanaan  aturan
pengendalian Gratifikasi di hngkungan Pemerintah Daerah,

(2] Kepala Perangkal Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian
Gratifikasi di Perangkat Dacarah dan UPT di bawahrniya,

BAR VIII
PENUTLUP
FPasal 19

Fada saal Peraturan Waliketa ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun
2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogvakarta dicabul dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 20
Feraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta,

Ditetaplkan di Yogyakarta

pada tanggal 29 Jessmlicr 2017
WALIKOTA YOGRAKARTS

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TITIH SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR ...115




FORMULIR I

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMORT13 TAHUN 2017 '

'l'E_ﬁ!TANG FEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/ PENERIMA

| Nama Pelapor/

Penerima
| Unit Kerja/f
Jabalan
NIP
_IE&.__[{_nnLal-:_ HP : Telp (ext) : Email :
DATA PEMBERI
Nama Pemberi i - o
Jnhatan / - ‘
Pekerjaan
| Alamat | B A |
Hubungan — |
ngﬁgaﬁtngaﬂ Pengguna | | Waiib Penyedia barang & jasa/ |
Le | ¥ ¥ 1
Dty ayianaﬂ | Pajak Mitra Kerja
Pemerintah Kota Lainnya | [ |
| Yogvakarta |
| -
T!G._Kf_;lﬂtfﬂ.k . HP: Telp {ext) : J Email ;
URAIAN PENERIMAAN
Gedung/ Laha B B i
B i/ Ruangan /
Fempal Blok /Rt/Rw.
Pencrimaan == - p—
liel/Kec/ Kab/
\ Kota |
Wakiy Pukul / Hari |
Penerimaan Tangeal/Bln/Thn :
: ' | Dalam Kedinasan 8 ' | Lai
Olgsibisn s alt:rl&*rm::t'u Lainnva | |....cocoovens
Kegiatan st
penerimant | e
rangkal 1::1[%”1
» Bentuk
Wralan Gratifikasi
Gratifikas) R —
v diterima Milai Rp.
o Gratilikas:
Kelengkapan 1. | Burat Tugas / Surat Perintah Perjalanan | ’:
o g | Dinas lﬁda [ Tidak *) |




| Pendukung
Kelengeapan |
Dakumen it
Pendukung | <.
|

| 9, | Surat Undangan Dinas

| Ada / Tidak *)

Ada [ Tidak *)

Ada / Tidak *)

| |5, |..

Ada / Tidak *)

| Akomodasi
dibiava

APBD Kota | Ya
Yogvakarta ‘ TSd

“khusus
[PETIETLTIAAN

| | Jika ya, ﬁébutkan an
|| dibebankan :

T R R

ggaran/rekening biaya vg

dalam
kedinasan)

Dengan ini pelapor bersedia untuk  menyerahkan  obyek penerimaan yang
diluporkan dalam lembar ini kepada Tim Pengendalian Gratifikasi selambat.
lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penctapan obyek penerimasn

tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Yogyvakarta/lainnya.
(Tempat)__,  {tanggal/bulan/tahunpelaporan)_

tanda tangan

{ __nama pelapor_ )




LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOOYAKARTA
NOMOR 113 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

FORMULIR II

LAPORAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
DATA PELAPOR

Nama Pelapor/

Pencrims

Uriil Kerja/
Jubalan

NIP
No. Kontak HP: i Telp (ext) : Email :

|

Dengan ini menyampalkan bahwa saya telah menolak penerimaan Gratifikasi dari -
DATA PEMEBERI

Nama Pemberd

Jabatan /
Pekernaan

Alamal Pember

IMubiungan
pemberi dengan
Peranghat
Dacrah/ ‘ s
Pemerinlah Kota
Yopyakarta

———l

i il e n
Pengguna Wajib Penyedia barang & jasa/
Layvanan | | Pajak ‘ Mitra Kerja .

Mo, Kontak

k255

l Telp lext] : B Emaii :

URAIAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Gedung/ Lantai/
| Tempat Ruangan / Blok
e | L{Re/ Ry
ST ——— -
i | Kel/ Kee/ Kab/
| Kota
Wiaktu |

Fenolakan | FL!“'L—'IE I Hari .
Peneriman | TEIlggEIi.l"Eili,i'Thn |

I — -

Uraian | Bentuk

Penerimaa | | Gratifikasi

H | — =
YangDitola | | Nilai Rp.

k | | Gratifikasi

Uraan Dalam | | Kedinasan | | Seremonial Lainnya
Kegatan kegiatan

(penerimian ||, . -

i dalar Ul:a..ta.n
| rangll kegiatan




|_ L. | SBurat Tugas [ Surat Perintah Perjalanan Ada
i Dinas Tidak *] f
Kelengkap || 2. | Surat Undangan Dinas Ada /
an " Tidak *)
Dokumen || 3. | Bukti penolakan pencrimaan lainnya Ada [/ |
Pendukun |[ | ——— Tidak *)
] 7 0 LR —— | Ada f
. I Tidak *)
[ e s Ada
. = = e o | Tidak *)
Akomodas
1 dibiayar |
APED
‘1]':2:{;3&3;1 HELE = Jika ya, sebutkan angpgaran/rekening biaya yg dibebankan ;
p Tida
penerumas R B il ot i
n dalam
redinasan
!

Demikian laporan penolakan penerimaan gratifikast disampaikan.
(Termpat) (tanggal / bulan/tahunpelaporan)__

landa tangan

|  nama pelapor_ )




LAMPIRAN 111 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 113 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKAS]

FORMULIR III
LAPORAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR

Nama Pelapor/
| Pertheri
s

Unit Kerja/
| Jabatan

| P
! No. Kentak HP | : Telp {ext) ; Email :

DATA PENERIMA

Nama penerima

Jabatan/
Pekerjaan

Alamat

Hubungan Perorangan PMNS
Hubungan . g =

penerimea - 1
dengan Korporasi Penyedia barang 8
Perangkal Golongan || jasa / Mitra kerja
DatTRay Penerima Instansi Lainnya

Pemerintah Kota . Bttt |
Yopvakarta [rrrpa——

MNo. Kontak HE; Telp {ext) : Email : |

URAIAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

I Tempal Gedung/ Lantai/
Penyeraha || Ruangan / Blek
n IR/ Rw.

Pemberian | | gel/Kee/ Kab/ |
Gratilikasi | | Kata |

Waldiu Prkaal rr Hari |

Pemberian :

Giratifikasi | | Tengeal/Bln/Thn | _
Jenig l_Eﬁnmk. '
| Gratifikas: || Pemberian

g Nilai Rp.

dibierikan  pembenan

UTHEH” -Ealam | [{l;ﬂinaaﬂn E_E:rl;!-l'tlﬂ-ﬂiﬂl Sumbangan Lainnya
Kegatan kegiatan | |

b ([

rangka) || Repisn




Pemberian
:'ﬁggé” | ¥a | Jika va, sebutkan anggaran/ rekening biaya vg dibebankan ;
1{L."1H ( Ti.da I' ‘ IrERdIVEEA i rEATII P EEREE T R
Yogyal-art k ‘ et
B | =
1. | Proposal pengajuan pemberian gratifikasi dari | Ada /
| ! pPEnerima . Tidalk *|
|| 2. | Surat undangan kepada penerima gratifikasi P‘fj-ﬂ !
Kelengk: el )
| d; i 3. | Bukti penganggaran pemberian gratifikasi ?ilali
a Ed
Dokumen | |—| - — _ e I
Pendukun || 4 | Surat penunjukan sebagal wakil instans: yang .H.Fla !
i | | sah sebapai penerima gratifikas Tidak *)
(38 . .
| || 5. | Bukti penggunaan pemberian gratifikasi / Ada /
‘ tanda terima/kwitansi Tidak *)
B.

Demikian laporan pemberian gratifikasi disampaikan
(Tempat) , __ {tanggal/bulan/tahunpelaporan]__

tanda tangan

| nama pelapor )

WALIKOTA YOG

HARYADI !

i &

Qwil

——= | T |
Uraian Dalam ‘ Kedinasan Seremonial ‘ Labrirnge | | cciinio o |
| Kegis.lan kegiatan | | . | |'
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